BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan
Perjanjian baku yang terdapat dalam platform Bridestory antara lain yaitu syarat
dan ketentuan vendor Bridestory dan syarat dan ketentuan pengguna Bridestory.
Syarat dan ketentuan vendor Bridestory merupakan perjanjian baku yang
mengatur hubungan antara vendor dengan Bridestory. Sebagaimana penjelasan
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa
larangan pada pasal tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan
konsumen setara dengan pelaku usaha. Sehingga hubungan yang diatur dalam
Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hubungan antara
pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu syarat dan ketentuan vendor
Bridestory tidak dapat dianalisis menggunakan Pasal 18 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen sebab hubungan pada syarat dan ketentuan vendor

Bridestory merupakan hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha.

Selanjutnya pada syarat dan ketentuan pengguna Bridestory berdasarkan
analisis yang telah dilakukan terdapat klausula baku yang melanggar Pasal 18
ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berjumlah 5 (lima)
klausula baku. Semua klausula baku tersebut menyatakan pengalihan tanggung
jawab pelaku usaha. Selain itu syarat dan ketentuan pengguna Bridestory juga
bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen yang berjumlah 1 (satu) klausula baku. Mengenai pelanggaran
terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dikenakan sanksi perdata sebagaimana yang diatur pada pasal 18
ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu klausula baku yang
bertentangan dinyatakan batal demi hukum. Selain sanksi perdata juga

dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 62 ayat (1) yaitu
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berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap perjanjian baku Bridestory

sebagaimana yang telah diuraikan, berikut merupakan saran yang dapat

diberikan Penulis untuk dilakukan perubahan terhadap perjanjian baku

Bridestory:

1.

Pihak Bridestory perlu menegaskan mengenai sejak kapan syarat dan
ketentuan pengguna Bridestory mengikat dan berlaku bagi konsumen sebab
dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai keberlakuannya pada bagian
pendahuluan dan bagian jangka waktu.

Frasa yang berbunyi “Syarat dan Ketentuan Pembeli”” harus dirubah menjadi
“Syarat dan Ketentuan Pengguna” sebagaimana judul perjanjian baku agar
tidak membingungkan konsumen.

Penggunaan istilah sebagaimana yang telah ditetapkan pada bagian definisi
dalam perjanjian baku harus digunakan secara konsisten agar tidak
membingungkan konsumen.

Perlu dijelaskan lebih lanjut pada bagian ganti rugi tentang apa yang
dimaksud “membebaskan dan melindungi” sebab konteksnya sangat luas
dan subjektif yang mana hal tersebut dapat berpotensi merugikan
konsumen.

Pasal 15 ayat (4) bagian Transaksi Pembelian harus dihapuskan sebab
klausula tersebut bersifat diskriminatif terhadap konsumen yang
menggunakan pembayaran melalui transfer bank yang mana hal ini dapat
berpotensi merugikan konsumen dan juga melanggar Pasal 7 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 2 bagian Pelepasan Tanggung Jawab yang merupakan klausula
eksonerasi harus dirubah klausulanya sehingga menjadi Bridestory
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penyediaan barang atau

jasa yang dilarang.
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7.

10.

Pasal 3 bagian Pelepasan Tanggung Jawab yang merupakan klausula
eksonerasi harus dirubah klausulanya sehingga menjadi Bridestory
berkewajiban untuk menyediakan platform untuk menyediakan layanan
kepada pembeli sebaik mungkin untuk memudahkan transaksi serta
Bridestory bertanggung jawab atas konten dan pengoperasian platform
Bridestory.

Pasal 4 bagian Pelepasan Tanggung Jawab yang merupakan klausula
eksonerasi harus dirubah klausulanya sehingga menjadi Bridestory
bertanggung jawab dan menjamin mengenai kondisi, akurasi, keandalan,
kelengkapan baik konten maupun layanan Bridestory.

Pasal 5 bagian Pelepasan Tanggung Jawab yang merupakan klausula
eksonerasi harus dirubah klausulanya sehingga menjadi Bridestory
bertanggung jawab atas tindakan ilegal apapun yang dilakukan oleh vendor,
kecuali Bridestory dapat membuktikan sebaliknya.

Pasal 6 bagian Pelepasan Tanggung Jawab yang merupakan klausula
eksonerasi harus dirubah klausulanya sehingga menjadi Bridestory
bertanggung jawab terhadap seluruh atau sebagian dari kerugian atau
hilangnya keuntungan pembeli sehubungan dengan kebocoran informasi-
informasi yang diakibatkan perolehan secara ilegal oleh pihak lain atau yang
diakibatkan oleh gangguan, kesalahan, kekeliruan ataupun infeksi virus

dalam Platform Bridestory.
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